
BUPATI TEBO 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI TEBO 
NOMOR 28 TAHUN 2025 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TEBO, 

Menimbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati Tebo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertangungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tebo; 

c Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000, 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5767); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo 
Tahun 2021 Nomor 15); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tebo Tahun 2023 Nomor 9 ); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas: 

(). Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 97.4 77.335.761, 15 
b. Jumlah Transfer 
C. Pemerintah Pusat Dana Rp 938. 981.438.309 ,26 

Perimbangan 
d. Jumlah Transfer Rp 126.389.669.000,00 Pemerintah Pusat-Lainnya 



67.294.305.899,00 

24.533.453.000,00 

Rp l.254.676.201.969,41 

Rp 

Transfer Rp Jumlah 
Pemerintah Provinsi 
Jumlah Lain-lain 
Pendapatan Yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

e. 

f. 

(2). Belanja 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang 
3) Belanja Bunga 
4) Belanja Subsidi 
5) Belanja Hibah 
6) Belanja Modal 
7) Belanja Tidak Terduga 
8) Transfer 

Jumlah Belanja dan 
Transfer 

Surplus/ (Defisit) 

Rp 436.611.033.884,80 
Rp 341. 972 .686.339 ,53 
Rp 7.391.886.161,00 
Rp 1.070.115.987,00 
Rp 39.942.543.368,00 
Rp 223.723.473.474,05 
Rp 509.619.684,00 
Rp 195.515.035.106,00 

Rp l.246.736.394.004,38 

Rp7. 939 .807. 7 41,20 

(3). Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 80.810.717.250,00 
Rp 19.992.228.216,00 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun berkenaan 

Rp60.818.489.034,00 
Rp68.758.296.999,03 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tebo. 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal 24 ul 2025 

AGUS ''UBIYANTO 

Diundangkan di Muara Tebo 
pada tanggal 24 jul 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. TEBO 

SINDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO 
TAHUN 2025 NOMOR 2& 

KEPALA 

+ SEKRETARIS 
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